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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Saftman

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk memperiancar pelaksanaan realisasi terhadap

Mengingal

Anggaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Biaya Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD periu diadakan perubahan
terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011
tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro dan menuangkannya kembali dalam Peraturan Bupati,

1. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1950 lentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur {diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456) sebagaimana diubah lerakhir dengan Undang-Undang
Momor 12 Tahun 2008 (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan aniara Pemernintah Pusat dan Pemerintshan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan

Keprotokoian Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata
Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3852);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan | embaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraiuran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4584) ;

Peraiuran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemeriniahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 fentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daersh sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prasedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi intensif Dan
Dana Operasional |

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2005 Nomor 1/A), Sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007
MNomor 2);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Momor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro
{Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomeor 2
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoroe Tahun
2008 Nomor 4},

. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 fenfang Tugas Pokok dan

Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretanat Dewan
Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA  PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BCJONEGORO.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tunjangan
Komunikasi Intensif Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, periu dirubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan pasal 5 ayat (2) yang semula berbunyi

“Funjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam pos Sekretariat DPRD."

Selanjutnya diubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berkut:

“Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dianggarkan
dalam pos anggaran DPRD."



Ketentuan pasal 6 ayat (3) yang semula berbunyi

"Biaya Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayal (2) dianggarkan dalam pos Sekrelarial DPRD."

Selanjulnya diubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

"Biaya Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2} dianggarkan dalam pos anggaran DPRD."

Pasal 1l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan

pengundangan dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupalen Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Pebruan 2011

BUPATI BOJONEGORO
td.

HSUYOTO
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 Pebruarni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
tid.

Drs. SOEHADI MOEL JONO, M
Pembina Lhama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN Z011 NOMOR Z3.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

MIP. 19600131 198603 1 008 g



